
PELANTIKAN PANGLIMA TNI

JAKARTA (IM) - Pre-
siden Joko Widodo (Jokowi) 
menegaskan, posisi Kepala 
Staf  Angkatan Laut (KSAL) 
yang saat ini kosong akan 
diisi secepatnya. Ia memas-
tikan bahwa sudah ada calon 
KSAL sebagai pengganti 
Laksamana Yudo Margono 
yang dilantik sebagai Pang-
lima Tentara Nasional Indo-
nesia (TNI). 

“Secepatnya (diisi). Su-
dah-sudah calonnya (calon 
sudah ada),” ujar Jokowi di 
Istana Negara, Senin (19/12).

Saat disinggung krite-
ria dari calon KSAL yang 
disebut-sebut sudah ada itu, 
Kepala Negara menjawab 
dengan berseloroh. Menurut-
nya, KSAL bukan berasal dari 
prajurit bintang satu maupun 
bintang dua. 

“Tetapi dari bintang tiga. 
Nanti kalau sudah, nanti akan 

segera dilantik,” kata Jokowi. 
Sementara itu, secara 

terpisah, Panglima TNI 
Marsekal Yudo Margono 
mengatakan, soal siapa yang 
akan mengisi jabatan KSAL 
merupakan hak prerogatif  
Presiden Jokowi. 

Hari Ini Yudo pun meng-
ulang seloroh Jokowi yang 
menyebutkan bahwa calon 
KSAL bukan berasal dari 
prajurit bintang satu dan 
bintang dua. 

“Tadi disampaikan oleh 
Bapak Presiden, Beliau yang 
memiliki hak prerogatif, su-
dah dijelaskan, yang jelas 
bukan bintang satu, bukan 
bintang dua, yang jelas dari 
angkatan laut,” katanya. 

Yudo Margono meru-
pakan Panglima TNI yang 
berasal dari Matra Laut. Se-
belum menjadi panglima, dia 
menjabat KSAL.  han

Jokowi Sebut Posisi KSAL Diisi 
Secepatnya, Calonnya Sudah Ada

JAKARTA (IM) - Peneliti 
Perkumpulan untuk Pemilu 
dan Demokrasi (Perludem), 
Nurul Amalia Salabi, mengaku 
telah mendeteksi politik uang 
bakal kembali terjadi pada Pe-
milihan Umum (Pemilu) 2024 
mendatang. 

Nurul mengatakan hal itu 
berdasarkan temuan Pusat Pe-
laporan Analisis dan Transaksi 
Keuangan (PPATK) mengenai 
temuan uang ilegal triliunan ru-
piah yang masuk ke Indonesia. 

“Ada potensi 2024 akan 
terjadi politik uang lagi. Ada 
temuan dari PPATK bahwa 
ada uang ilegal triliunan rupiah 
masuk Indonesia,” ujar Nurul 
saat dimintai konfi rmasi, Senin 
(19/12).

Menurut Nurul, dari anali-
sis PPATK, memang setiap 
jelang pemilu selalu ada an-
trean penukaran uang dalam 
jumlah besar. Ia mengatakan, 
transaksi itu mengindikasikan 
bahwa politik uang sudah di-
persiapkan jelang Pemilu 2024. 

“Jadi, potensi politik uang 
di Pemilu 2024 sudah keli-
hatan,” katanya. 

Ia menyinggung politik 
uang sebagai masalah pidana 
dan masalah etik. Nurul lantas 
mengatakan bahwa politik uang 
tinggi diterima oleh masyarakat 
yang pendidikannya kurang baik. 
“Meskipun ekonominya cu-
kup baik, tetapi pendi dikannya 
kurang baik, dia akan cenderung 
menerima uang dari kandidat 
atau partai,” kata Nurul. 

Dengan banyaknya orang 

yang masih minim pendidikan 
politik, maka politik uang akan 
terus terjadi. Nurul menilai 
korupsi politik bermula dari 
adanya praktik politik uang. 

“Dan bahwa anggapan, 
‘pemimpin yang peduli pada 
rakyat adalah mereka yang 
suka ngasih uang dan barang’, 
keliru,” ujarnya. 

Oleh karena itu, edukasi 
kepada masyarakat terkait poli-
tik uang yang kurang menjadi 
sebab pemilih masih meneri-
manya. Nurul mengatakan, pe-
milih yang teredukasi dengan 
baik adalah salah satu prasyarat 
pemilu yang berkualitas. 

Walau begitu, Nurul me-
nyebut tidak semua orang yang 
menerima uang tersebut pasti 
memilih calon yang memberi-
nya uang. “Ketika pemilih su-
dah yakin untuk memilih kandi-
dat atau partai C, dia menerima 
uang (dari partai lain), tapi tetap 
memilih sesuai hati nurani 
mere ka,” kata Nurul. 

Nurul mengingatkan bah-
wa politik uang masih terus 
terjadi lantaran penegakan hu-
kum di Indonesia yang lemah. 
Ia menyayangkan Polri yang 
sering menolak laporan perihal 
politik uang dari masyarakat. 

Nurul berharap Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) bisa 
menginstruksikan kepada 
Polri untuk tegas menindak 
pelaku politik uang. Dengan 
demikian, laporan masyarakat 
dan temuan Bawaslu terhadap 
politik uang bisa betul-betul 
ditindak.  han

Perludem sebut Potensi Politik Uang 
Kembali Terjadi pada Pemilu 2024
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Panglima TNI Yudo Margono akan 
Benahi Permasalahan Teritori Laut
Presiden Jokowi meminta Panglima 
TNI yang baru dilantik, Yudo Margono,  
menjaga netralitas TNI. Hal itu dilakukan 
menjelang pemilu serentak 2024.

MK ini, permasalahan teri-
tori di laut Indonesia yakni ba-
nyaknya kapal-kapal yang me-
langgar batas dan kedaulatan.

“Di laut-laut Indonesia 
yang sering dilewati kapal-
kapal yang melanggar lintas ba-
tas, melanggar hak berdaulat. 
Itu kadangkala ada seperti 
halnya negara-negara lain itu 
teritori nya,” ungkapnya.

Sedangkan terkait ideologi, 
Mahfud berharap Yudo Mar-
gono dapat menyelesaikan 

dan mencegah adanya separat-
isme dan radikalisme. “Kalau 
ideologinya separatisme dan 
radikalisme. Tentu saja itu 
bagian dari pertahanan negara 
keutuhan ideologi, keutuhan 
teritori, keutuhan ideologi itu 
adalah tugas Panglima dan nanti 
pencabangannya banyak di 
dalam tugas-tugas,” ungkapnya.

Dan dalam sehari dua hari 
ini kami akan koordinasi,” kata 
Mahfud MD menambahkan. 
 han

JAKARTA (IM) - Presi-
den Joko Widodo (Jokowi) 
melantik Laksamana TNI 
Yudo Margono menjadi Pang-
lima TNI, menggantikan Jen-
deral Adika Perkasa yang me-
masuki masa pension. Pelan-
tikan digelar di Istana Negara, 
Jakarta, Senin  (19/12).

Usai pengucapan sumpah 
dilakukan prosesi penanggalan 
dan penyematan tanda pangkat 
dan jabatan serta penyerahan 
tongkat komando Panglima 
TNI oleh Presiden Jokowi ke 
Yudo Margono.

Presiden Jokowi meminta 
Yudo Margono menjaga ne-
tralitas TNI. Hal itu dilakukan 
menjelang pemilu serentak 
2024.

“Agar menjaga netralitas 

TNI agar tidak ketarik-tarik 
ke dalam politik-politik praktis 
yang penting,” kata Jokowi di 
Istana Negara, Jakarta, Senin 
(19/12).

Presiden menegaskan, 
penting bagi Panglima TNI 
dan Kapolri untuk menjaga 
sinergitas dalam menjaga kon-
dusifi tas NKRI. Dirinya juga 
meminta kepada Yudo agar 
dapat menjaga stabilitas politik 
dan keamanan dalam rangka 
pembangunan ekonomi.

“Karena ini juga penting 
stabilitas politik, stabilitas ke-
amanan itu penting dalam 
rangka pembangunan negara 
kita, dalam rangka pertumbu-
han ekonomi kita, dalam situasi 
yang tidak pasti karena ketidak-
pastian global,” ungkapnya.

Upacara pelantikan Yudo 
Margono sebagai Panglima 
TNI disaksikan Wakil Presiden 
Ma’ruf  Amin, Presiden ke 5 
Megawati Soekarnoputri, Ke-
tua MK Anwar Usman, Sekre-
taris Kabinet Pramono Anung, 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit, 
Jenderal TNI Andika Perkasa, 
Dua Kepala Staf  serta Sekjen 
PDIP Hasto Kristiyanto.

Jaga Teritori Laut
Menko Polhukam Mah-

fud MD mengatakan, sebagai 
Panglima TNI, Yudo Margono  
memiliki beberapa pekerjaan 
rumah yang harus diselesaikan. 
Salah satunya menjaga ke-
daulatan khususnya pada per-
masalahan teritori di laut.

“Kalau pandangan se-
cara nasional ya menjaga ke-
daulatan, kedaulatan tuh ada 
teritori. Kalau teritori mungkin 
masalah laut ya,” kata Mah-
fud MD di Komplek Istana 
Kepresidenan Jakarta, Senin 
(19/12).

Menurut mantan Ketua 

RATAS PERSIAPAN
NATAL DAN TAHUN BARU

Menko Marves Luhut B 
Pandjaitan (tengah) ber-
bincang dengan Menaker 
Ida Fauziyah (kiri) disaksi-
kan Menko PMK Muhadjir 
Eff endy (kanan) sebelum 
rapat terbatas di Kantor 
Presiden, Jakarta, Senin 
(19/12). Ratas itu memba-
has persiapan menjelang 
Natal 2022 dan tahun 
baru 2023.

KPK Kembali Tetapkan Hakim Yustisial sebagai
Tersangka Baru Suap Pengurusan Perkara di MA

JAKARTA (IM) - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) kembali menetapkan 
satu Hakim Yustisial di Mah-
kamah Agung (MA) sebagai 
tersangka baru kasus suap 
pengurusan perkaran di Mah-
kamah Agung (MA). 

Hakim Yustisial tersebut 
ditetapkan sebagai tersangka 
baru hasil pengembangan ka-
sus dugaan suap terkait peng-
urusan perkara MA.

“Saat ini KPK telah mene-

tapkan satu orang hakim yustisi 
di MA sebagai tersangka,” kata 

Kabag Pemberitaan KPK, 
Ali Fikri melalui pesan singkat, 
Senin (19/12) memastikan, 
penetapan tersangka baru di-
lakukan setelah ditemukan bukti 
permulaan yang cukup. Sayang-
nya, Ali tak mau meng ungkap 
nama atau inisial Hakim Yus-
tisial, tersangka baru tersebut.

“Identitas tersangka dan 
uraian lengkap dugaan per-
buatan tersangka akan kami 
umumkan ketika penyidikan 
cukup dan dilakukan upaya 
paksa penahanan,” ungkapnya.

KPK berjanji akan mem-
beberkan secara detil nama 
tersangka baru dalam kasus 
dugaan suap terkait pengurusan 
perkara di MA saat danya pro-
ses penahanan. KPK berharap 
publik mendukung langkah 
yang dilakukan dalam rangka 
pemberantasan korupsi ini.

Sementara menurut pe-
ngacara Ahmad Yani, kliennya 
Edy Wibowo, merupakan 
Hakim Yustisial Mahkamah 
Agung (MA), telah ditetapkan 
KPK sebagai tersangka.

Yani mengatakan, saat ini 
Edy sedang menjalani peme-
riksaan oleh tim penyidik KPK 
dalam kapasitasnya sebagai 
tersangka. “Ya dia dalam kapa-
sitasnya Pak Edy Wibowo se-
karang ini dipanggil diperiksa, 
sudah ditetapkan tersangka,” 
kata Yani saat ditemui awak 
media di Gedung Merah Putih 
KPK, Senin (19/12).

Meski demikian, Yani 
meng aku tidak mengetahui 
kliennya menjadi tersangka 
dalam perkara yang mana. Ia 
menduga, Edy turut terse-
ret dalam rentetan peristiwa 
dugaan suap yang menjerat 
dua Hakim Agung, Sudrajad 
Dimyati dan Gazalba Saleh. 

Adapun kehadiran Edy 
di KPK pada hari ini bukan 
yang pertama. Beberapa waktu 
setelah sejumlah aparatur sipil 
negara (ASN) di MA, pengaca-
ra, dan pihak Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) Intidana terja-
ring operasi tangkap tangan 
(OTT) pada akhir September, 
Edy juga diperiksa KPK. 

“Dulu memang dia pernah 
diperiksa kasus ramai-ramai nya 

JAKARTA (IM) – Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) 
RI melakukan mediasi per-
dana antara Partai Ummat 
dengan Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) RI, Senin 
(19/12). Mediasi dilakukan 
pukul 13.20 WIB dan tertu-
tup untuk pers. 

Dari pihak Partai Um-
mat yang hadir di antaranya 
Ketua Umum Ridho Rah-
madi, Wakil Ketua Umum 
Nazaruddin, serta Ketua tim 
Advokasi Hukum Denny 
Indrayana. 

Sementara itu, komisi-
oner KPU RI yang datang, 
yaitu komisioner Divisi Hu-
kum dan Pengawasan, yakni 
Koordinator Mochamad Afi -
fuddin serta Wakil Koordina-
tor Idham Holik. Mediasi 
ini merupakan imbas dari 
gugatan sengketa verifi kasi 
faktual yang dilayangkan Par-
tai Ummat imbas dinyatakan 
tak lolos sebagai peserta 
Pemilu 2024 oleh KPU RI. 
Ridho Rahmadi berharap 
proses mediasi ini dapat 
membuahkan hasil. 

“Tentu kita harapkan 
pada mediasi ini kita dapat 

menemukan  t i t i k - t i t i k 
temu sehingga tidak masuk 
ajudikasi (persidangan),” 
katanya kepada wartawan, 
Senin (19/12), setibanya di 
kantor Bawaslu RI, Jakarta 
Pusat. 

Sebagai informasi, medi-
asi merupakan amanat keten-
tuan penyelesaian sengketa 
proses pemilu sebagaimana 
diatur Undang-undang No-
mor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilu. 

Mediasi maksimum ber-
langsung 2 hari. Jika mediasi 
gagal, maka sengketa ini ber-
lanjut ke persidangan. Lalu, 
peserta/calon peserta pemilu 
yang kalah dalam persidang-
an sengketa di Bawaslu masih 
akan memiliki hak banding 
ke Pengadilan Tata Usaha 
Negara. 

Permohonan sengketa 
Partai Ummat telah diterima 
Bawaslu RI, Jumat (16/12) 
dan pada hari yang sama, 
Bawaslu RI menyatakan 
permohonan lengkap dan 
memenuhi syarat. Gugatan 
ini diregister dengan nomor 
006/PS.REG/BAWASLU/
XII/2022.  mei

Bawaslu Lakukan Mediasi 
Partai Ummat dengan KPU

Guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan  Minutes of Extraordinary General 
Meeting of Shareholders of  PT. Aries Management Indonesia  pada tanggal 19 Desember 2022, para 
pemegang saham PT. Aries Management Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) 
telah mengambil keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut:
Menyetujui seluruh tindakan yang dilakukan Direksi Perseroan untuk memperbaiki susunan 
permodalan Perseroan dengan menyetujui pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor 
Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
a. modal dasar Perseroan dari semula sebesar  Rp1.400.000.000.000,00 menjadi 

Rp39.000.000.000,00; dan 
b. modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp974.967.100.000,00 

menjadi Rp39.000.000.000,00.
Apabila terdapat keberatan dari kreditur Perseroan, maka kreditur dapat menyampaikan keberatan 
secara tertulis disertai alasan yang lengkap dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal 
Pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

PT.  Aries Management Indonesia
Gedung Graha Aktiva Lantai 4 – 403A
Jl. Rasuna Said Blok X-1, Kaveling 03

Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan

Jakarta, 20 Desember 2022
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN

PENGUMUMAN
Guna memenuhi Pasal 149 ayat (1) huruf (b) 
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, maka likuidator dari   
PT SURYATAMA PERSADA (Dalam 
Likuidasi), berdasarkan Akta Pembubaran No. 
54 Tertanggal 22 September 2022, dengan ini 
menyampaikan rencana pembagian aset 
sebagai hasil dari likuidasi Perseroan yaitu hasil 
perhitungan atas kekayaan Perseroan kepada 
para kreditor dan para pemegang saham 
Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.
Bagi para pihak yang berkepentingan atau 
keberatan atas rencana pembagian aset 
sebagai hasil dari likuidasi Perseroan, dapat 
menghubungi Likuidator paling lambat 60 (enam 
puluh) hari terhitung sejak tanggal 
Pengumuman ini, secara tertulis dengan 
melampirkan alasannya disertai dokumen bukti 
terkait, pada hari/jam kerja ke alamat sebagai 
berikut :
Kalibata Utara II Nomor 22 Kalibata Pancoran, 

Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan,
Kode Pos : 12760.

Demikian Pengumuman ini disampaikan.
Jakarta, 19 Desember 2022

RM. ARIO WIBISONO 
Likuidator PT SURYATAMA PERSADA 

(Dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN
Guna memenuhi Pasal 149 ayat (1) huruf (b) 
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, maka likuidator dari   
PT BRASSTAR INTERNATIONAL COATING 
(Dalam Likuidasi), berdasarkan Akta 
Pembubaran No. 53 Tertanggal 22 September 
2022, dengan ini menyampaikan rencana 
pembagian aset sebagai hasil dari likuidasi 
Perseroan yaitu hasil perhitungan atas 
kekayaan Perseroan kepada para kreditor dan 
para pemegang saham Perseroan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undan-
gan yang berlaku.
Bagi para pihak yang berkepentingan atau 
keberatan atas rencana pembagian aset 
sebagai hasil dari likuidasi Perseroan, dapat 
menghubungi Likuidator paling lambat 60 (enam 
puluh) hari terhitung sejak tanggal 
Pengumuman ini, secara tertulis dengan 
melampirkan alasannya disertai dokumen bukti 
terkait, pada hari/jam kerja ke alamat sebagai 
berikut :

Graha Prawira L.4, Jl. Mampang Prapatan 
Raya No. 18, RT. 004, RW. 005, Kelurahan 

Duren Tiga, Kecamatan Mampang Prapatan, 
Jakarta Selatan, Kode Pos :12790.

Demikian Pengumuman ini disampaikan.
Jakarta, 19 Desember 2022
USAMA UMAR BAHANAN 

Likuidator PT BRASSTAR INTERNATIONAL 
COATING (Dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN
Guna memenuhi Pasal 149 ayat (1) huruf (b) 
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, maka likuidator dari   
PT INSAN JAYA (Dalam Likuidasi), 
berdasarkan Akta Pembubaran No. 55 
Tertanggal 22 September 2022, dengan ini 
menyampaikan rencana pembagian aset 
sebagai hasil dari likuidasi Perseroan yaitu hasil 
perhitungan atas kekayaan Perseroan kepada 
para kreditor dan para pemegang saham 
Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.
Bagi para pihak yang berkepentingan atau 
keberatan atas rencana pembagian aset 
sebagai hasil dari likuidasi Perseroan, dapat 
menghubungi Likuidator paling lambat 60 (enam 
puluh) hari terhitung sejak tanggal 
Pengumuman ini, secara tertulis dengan 
melampirkan alasannya disertai dokumen bukti 
terkait, pada hari/jam kerja ke alamat sebagai 
berikut :

Jalan Otista 2 Nomor 21 Kampung Melayu, 
Kelurahan Cipinang Cempedak,

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
Demikian Pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 19 Desember 2022
HUSIN ABDULLAH BAREDWAN 

Likuidator PT INSAN JAYA
(Dalam Likuidasi)

JAKARTA (IM) - Lem-
baga survei Saiful Mujani 
Research and Consulting 
(SMRC) mencatat penu-
runan elektabilitas Partai 
Nasdem dari survei sebelum-
nya. Padahal Nasdem sudah 
mendeklarasikan tokoh bakal 
calon presiden, yaitu Anies 
Baswedan. 

Pada November 2022, 
elektabilitas Nasdem tercatat 
4,8 persen. Namun, survei 
terkini pada Desember 2022, 
elektabilitas Nasdem menu-
run menjadi 3,2 persen. 

“Ya, buahnya (deklara si 
Anies) jelas belum terlihat. 
Kalau survei sebe lumnya juga 
kita peroleh di atas 4 persen, 
sekarang di 3,2 persen,” kata 
Direktur Riset SMRC Deni 
Irvani dalam rilis yang di-
tayangkan di Youtube SMRC 
TV, Minggu (18/12).

Deni Irvani menilai, be-
lum ada dampak signifi kan 
dari pencalonan Anies ke-
pada elektabilitas Nasdem.  
Efek atau dampak signifi kan 
baru akan dirasakan Nasdem 
apabila terjadi kenaikan elek-

tabilitas. 
“Saya kira sejauh ini 

deklarasi itu belum punya 
dampak menaikan elekta-
bilitas Nasdem secara signifi -
kan,” imbuh Deni. 

Adapun dalam survei 
SMRC terkini, posisi Nasdem 
berada di posisi delapan. 
Elektabilitas Nasdem berada 
di bawah partai non parlemen 
yaitu Perindo.

Perindo mendapatkan 
elektabilitas sedikit lebih 
tinggi dari Nasdem, yaitu 
4,6 persen. Sementara itu, 
di bawah Nasdem ada Partai 
Persatuan Pembangun an 
(PPP) 2,9 persen dan Partai 
Amanat Nasional (PAN) 1,7 
persen. 

Survei ini dilaksanakan 
dengan wawancara tatap 
muka pada 3-11 Desember 
2022. Total sampel respon-
den yang diwawancarai secara 
valid ada 1.029 orang.

Adapun margin of  er-
ror survei diperkirakan lebih 
kurang 3,1 persen dengan 
tingkat kepercaya an 95 per-
sen.  han

Elektabilitas Nasdem Turun Jadi 
3,2 Persen Meski Sudah Deklarasi Anies

OTT, tapi perkara yang lain, 
perkaranya ini kita enggak tahu 
perkaranya mana,” ujar Yani. 

Menurut Yani, kliennya 
menerima surat pemberitahuan 
penetapan tersangka antara 4 
Desember atau 5 Desember. 
Yani mengaku belum me-
ngetahui apakah kliennya akan 
langsung ditahan atau tidak.  

“Kalau masalah siap atau 
tidak siap itu kan wilayah sub-
yektivitas ya,” ujarnya.

Sekadar informasi, KPK 
telah menetapkan 13 tersangka 
terkait kasus dugaan suap 
peng urusan perkara di Mah-
kamah Agung (MA). Mereka 
yakni, dua Hakim Agung, Su-
drajad Dimyati dan Gazalba 
Saleh. Kemudian, dua Hakim 
Yustisial sekaligus Panitera 
Pengganti, Elly Tri Pangestu 
dan Prasetio Nugroho.

Selanjutnya, Staf  Gazalba 
Saleh, Redhy Novarisza; em-
pat PNS MA, Desy Yustria 
(DY), Muhajir Habibie (MH), 
Nurmanto Akmal (NA), dan 
Albasri (AB). Lantas, dua 
Pengacara, Theodorus Yo-
sep Parera (TYP) dan Eko 

Suparno (ES). Terakhir, dua 
Debitur Koperasi Simpan Pin-
jam Intidana, Heryanto Tanaka 
(HT) dan Ivan Dwi Kusuma 
Sujanto (IDKS).

Dalam perkara ini, Sudra-
jad, Elly, Desy Yustria, Muhajir 
Habibie, Nurmanto Akmal, 
Gazalba, Prasetio, dan Albasri 
diduga telah menerima sejumlah 
uang dari Heryanto Tanaka ser-
ta Ivan Dwi Kusuma Sujanto. 
Uang itu diserahkan Heryanto 
dan Ivan melalui Pengacaranya, 
Yosep dan Eko Suparno.

Sejumlah uang tersebut 
diduga terkait pengurusan 
upaya kasasi di MA atas pu-
tusan pailit Koperasi Simpan 
Pinjam Intidana. Adapun, total 
uang tunai yang diserahkan 
oleh Yosep Parera dan Eko 
Suparno terkait pengurusan 
perkara tersebut yakni sekira 
202 ribu dolar Singapura atau 
setara Rp2,2 miliar.

Uang tersebut kemudian 
dibagi-bagi kepada hakim serta 
pegawai MA. KPK sedang 
mendalami lebih detil rincian 
yang suap yang diterima para 
pegawai dan Hakim MA.  han

AKSI PERINGATAN HARI MIGRAN INTERNASIONAL
Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Serikat Buruh Migran Indonesia 
(SBMI) melakukan aksi memperingati Hari Migran Internasional di be-
lakang Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (19/12). Mereka 
mendesak Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan 
untuk memperbaiki tata kelola perlindungan terhadap pekerja migran 
utamanya sektor perikanan.
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